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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan 

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 

Salah satu sisi merupakan perwujudan pencapaian kinerja tahun pertama untuk 

pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 

2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri 

PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana 

Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.  

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta 

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat 

pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan 

indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Tahun 2023. 

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, meskipun, bahkan ada yang melebihi target. Pendayagunaan aparatur 

negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan 

dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan 

civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan 

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 ini,  

diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, 

efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di 

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada 

tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja pemerintah daerah 

secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

        Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara 

periodik. 

        Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selaku unsur pembantu 

pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan 

kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat 

Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya 

memenuhi aspirasi masyarakat. 

        Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran 

perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan 

misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. 

        Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel 

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
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Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan 

dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran 

perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian 

kinerja perangkat daerah. 

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

        Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 

tentang perubahan kedua atas peraturan walikota nomor 50 tahun 2016 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

badan pengelola keuangan dan  aset daerah kota magelang mempunyai tugas 

yang terstruktur sesuai tugas dan fungsi para pejabatnya sebagai berikut :  

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kepala  Badan  mempunyai  tugas  membantu  Walikota  dalam 

melaksanakan  fungsi  penunjang  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  

dan  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  sesuai  ketentuan peraturan  

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  arahan  pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas.  Untuk  menyelenggarakan  tugas  

sebagaimana  dimaksud  di  atas, Kepala Badan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, 

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku . 

d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di 

lingkup tugasnya. 

 Uraian tugas : 
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a. Merumuskan dan  menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

b. Mengoordinasikan  dan  mengarahkan  pengelolaan  keuangan serta  

urusan  umum  dan  kepegawaian  pada  Badan  Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah; 

c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program  dan 

kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya; 

d. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  keuangan 

Daerah  dan  pengelolaan  barang  milik  Daerah  berdasarkan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

e. Menyusun  rancangan  Perda  tentang  APBD,  rancangan  Perda 

tentang  Perubahan  APBD  dan  rancangan  Perda  tentang 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

g. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur 

dalam Perda; 

h. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan 

barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang 

milik Daerah; 

j. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik 

daerah di lingkup tugasnya; 

k. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan; 

l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program 

dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas  membantu Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan 

keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas  

sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana 

strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat. 

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan  

kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat 

b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup 

Sekretariat. 

f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di 

lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan 

penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
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j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup 

Sekretariat. 

k. Melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa 

di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

l. Melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sekretariat. 

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan Sekretariat. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

2.1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana 

program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan 

keuangan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 

Program dan Keuangan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Bagian Program dan Keuangan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan 

Uraian Tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan 

Keuangan. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan usulan dari 

Sekretariat dan masing-masing Bidang. 
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d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan 

usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam 

rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan 

kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola   

Keuangan dan Aset Daerah. 

h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan. 

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  

membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, 

kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian 

di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a.Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian. 
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b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan. 

c.    Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan  di 

lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

f.    Melaksanakan koordinasi terkait pelaksaan tugas dan fungsinya. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

i.    Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

j.    Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

3. Kepala Bidang Pendapatan 

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas  membantu Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Bidang Pendapatan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendapatan. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan. 
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d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendapatan. 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan. 

c. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, 

penatausahaan angsuran, keberatan, pengurangan dan penagihan 

pajak daerah. 

d. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan sistem informasi pajak 

daerah. 

e. Menyelia pencatatan dan penyusuna laporan pendapatan. 

f. Mengkoordinir pemantauan, pengawasan dan evaluasi pendapatan. 

g. Menyelia penyusunan potensi pendapatan dan penetapan target 

pendapatan. 

h. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi atas tunggakan pajak 

daerah yang terutang dan upaya-upaya penagihan serta pelayanan 

atas permohonan keberatan dan banding. 

i. Mengkoordinir pendistribusian surat ketetatapan pajak. 

j. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pajak daerah. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang Pendapatan. 

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan Bidang Pendapatan. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

3.1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 

mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam 

melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 
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Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah memiliki fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Daerah. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran 

dan Pendataan Pajak Daerah. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 

c. Mengolah dan menganalisa data pelayanan pendaftaran dan 

pendataan semua permohonan jenis pelayanan pajak daerah.  

d. Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penilaian subyek dan 

obyek pajak daerah. 

e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pajak daerah. 

f. Melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.  

g. Menyiapkan bahan penyusunan regulasi terkait perpajakan daerah. 

h. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 

pendapatan daerah. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan 

Pajak Daerah. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

3.2. Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan 

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan 

mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam  
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melaksanakan penetapan dan penatausahaan pendapatan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang 

Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan. 

b. Pengkoordinasian daln penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan 

Pendapatan.  

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan 

Penatausahaan Pendapatan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan. 

c. Menyiapkan bahan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

d. Mengkoordinir pencetakan dan mendistribusikan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait pendapatan dengan perangkat 

daerah penghasil. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian pendapatan daerah. 

g. Melaksanakan evaluasi dan perkembangan capaian pendapatan. 

h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap capaian 

kinerja pendapatan. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan target pendapatan. 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan. 

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 
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m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penetapan dan 

Penatausahaan Pendapatan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

3.3. Sub Koordinator Penagihan dan Keberatan 

Sub Koordinator Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas  

membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penagihan 

dan keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Koordinator Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Koordinator 

Penagihan dan Keberatan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub 

Koordinator Penagihan dan Keberatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Penagihan dan Keberatan. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Koordinator 

Penagihan dan Keberatan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis Penagihan dan Keberatan. 

c. Mengkoordinir dan melaksanakan pelayanan terhadap permohonan 

angsuran, keberatan, pengurangan dan banding atas ketetapan pajak 

daerah. 

d. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi piutang pajak 

daerah. 

e. Mengkoordinir kegiatan upaya-upaya penagihan pajak daerah. 

f. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan data angsuran, keberatan, 

pengurangan, penagihan dan banding atas ketetapan pajak daerah. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Koordinator Penagihan dan Keberatan. 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 
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j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Koordinator Penagihan dan 

Keberatan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

4. Kepala Bidang Anggaran 

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas  membantu Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Bidang Anggaran sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Bidang Anggaran mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Anggaran. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Anggaran. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Anggaran; 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis Anggaran; 

c. menyelia penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran 

termasuk penyusunan analisis standar belanja; 

d. menyelia penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), rancangan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

e. menyelia penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;  

f. menyelia penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Perubahan APBD; 
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g. mengoordinasikan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana 

kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah 

sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 

h. mengoordinasikan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat 

Daerah sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;  

i. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai 

bidangnya;  

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang Anggaran;  

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/ kegiatan Bidang Anggaran; dan  

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

4.1. Kepala Sub Bidang Anggaran I 

Kepala Subbidang Anggaran I mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Anggaran dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan 

anggaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Uraian tugas : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Anggaran I;  

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis perencanaan dan penyusunan anggaran urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;  

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan regulasi serta kebijakan 

bidang anggaran termasuk penyusunan analisis standar belanja;  

d. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA), rancangan Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar; 
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e. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; 

f. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 

dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

APBD pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;  

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bagian dari Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah;  

h. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana 

kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah 

yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah;  

i. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai 

bidang tugasnya;  

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Subbidang Anggaran I; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran I; dan  

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

4.2. Kepala Sub Bidang Anggaran II 

Kepala Subbidang Anggaran II mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Anggaran dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan 

anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas.  
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Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Anggaran II memiliki uraian tugas sebagai berikut : 

a.  menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Anggaran II;  

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis perencanaan dan penyusunan anggaran urusan pemerintahan 

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan pilihan;  

c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA), rancangan Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan 

pilihan;  

d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

dan urusan pemerintahan pilihan; 

e. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 

dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

APBD pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

dan urusan pemerintahan pilihan;  

f. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana 

kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah 

yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagai 

bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;  

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 
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tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan 

pilihan;  

h. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai 

bidang tugasnya;  

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Subbidang Anggaran II;  

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran II; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

4.3. Sub Koordinator Anggaran III 

Sub Koordinator Anggaran III mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Anggaran dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan 

anggaran unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang 

urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur 

kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Koordinator Anggaran III mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Koordinator Anggaran 

III;  

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis perencanaan dan penyusunan anggaran unsur pendukung 

urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur 

pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur 

pemerintahan umum;  

c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA), rancangan Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

Perangkat Daerah pengampu unsur pendukung urusan 
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pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur 

pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur 

pemerintahan umum;  

d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah pengampu unsur 

pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan 

pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur 

kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;  

e. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 

dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

APBD pada Perangkat Daerah pengampu unsur pendukung urusan 

pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur 

pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur 

pemerintahan umum;  

f. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana 

kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah 

yang mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur 

penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan 

pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum 

sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;  

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang mengampu unsur pendukung urusan 

pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur 

pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur 

pemerintahan umum;  

h. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai 

bidang tugasnya; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Anggaran III;  

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Sub Koordinator Anggaran III; dan  

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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5. Kepala Bidang Perbendaharaan 

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas  membantu Kepala 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Bidang Pembelanjaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan; 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan; 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan; 

b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan; 

c. mengoordinasikan  penyusunan  petunjuk  teknis  administrasi 

keuangan  yang  berkaitan  dengan  penerimaan  dan  pengeluaran kas 

serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan Kas Daerah; 

e. mengoordinasikan  pelaksanaan  pengendalian  dan  penerbitan 

Anggaran  Kas  Daerah,  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD),  Laporan Kas  

Umum  Daerah,  Surat  Keputusan  Pejabat  Pengelola Keuangan; 

f. mengoordinasikan  penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana 

(SP2D); 

g. mengoordinasikan proses pencairan dana ke bank; 

h. menyelia pencatatan dan pelaporan realisasi belanja daerah; 

i. menyelia  pelaksanaan  penatausahaan  dana  transfer,  lain-lain 

pendapatan  dan  pembiayaan  daerah  sesuai  ketentuan  yang berlaku; 

j. menyelia  penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  dan penggunaan 

dana-dana yang bersumber dari pemerintah; 

k. mengoordinasikan  pengarsipan  dokumen  administrasi  pencairan 

belanja; 
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5.1. Kepala Sub Bidang Belanja I 

Kepala Subbidang Belanja I mempunyai tugas  membantu Kepala 

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penatausahaan 

administrasi belanja dan pengelolaan kas daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan yang berlaku dan 

arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Subbidang Belanja I mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbidang Belanja I. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelakasanaan  kegiatan 

Subbidang Belanja I; dan 

c. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja I. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Belanja I; 

b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis administrasi belanja;  

c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta 

penatausahaan dan pertanggungjawaban;  

d. Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan Surat Perintah 

Membayar (SPM) belanja operasional, belanja modal, belanja 

transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Daerah;  

e. Menyusun bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak 

terduga dan pengeluaran pembiayaan Daerah;  

f. Melaksanakan proses administrasi pencairan SP2D ke bank;  

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan 

belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak 

terduga sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. Melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi pencairan belanja 

operasional, belanja modal, belanja  transfer dan belanja tidak 

terduga;  

i. Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan Realisasi 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta Laporan Aliran Kas 

Daerah;  
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j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program   dan 

kegiatan Subbidang Belanja I;  

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan;  

m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan    

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Belanja I; dan  

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  atasan.  

5.2. Kepala Sub Bidang Belanja II 

Kepala Subbidang Belanja II mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penatausahaan 

administrasi belanja dan pengelolaan kas daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Subbidang Belanja II mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan   Subbidang Belanja 

II;  

b.  Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada   

 Subbidang Belanja II; dan  

c.  Pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja II.  

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang  Belanja II;  

b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis administrasi belanja;  

c. Melaksanakan penatausahaan belanja gaji pegawai;  

d. Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan Surat Perintah 

Membayar (SPM) belanja gaji pegawai;  

e. Melaksanakan proses administrasi pencairan belanja gaji;  

f. Melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi pencairan belanja 

gaji;  

g. Melaksanakan proses administrasi penerbitan Surat Keterangan 

Penghentian Pembayaran (SKPP);  



21 
 

h.  Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait atas proses 

pembayaran belanja gaji;  

a. Melaksanakan pengendalian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana 

(SPD) belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja 

tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Daerah;  

b. Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan Pelaksanaan 

Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak 

Ketiga (PFK);  

k.  Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan belanja gaji;  

l.   Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi pajak dan belanja 

gaji dengan pihak-pihak terkait;  

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Subbidang Belanja II;  

n.  Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

o. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan;  

p.  Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Belanja II; dan  

q.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

5.3. Sub Koordinator Dana Transfer dan Pembiayaan 

Sub Koordinator Dana Transfer dan Pembiayaan mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan 

penatausahaan dana transfer dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas.  

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Koordinator Dana Transfer dan Pembiayaan mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Koordinator 

Dana Transfer dan Pembiayaan;  

b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Koordinator Dana Transfer dan Pembiayaan; dan  

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Dana Transfer dan 

Pembiayaan.  

Uraian tugas : 



22 
 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Koordinator Dana 

Transfer dan Pembiayaan;  

b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis terkait dengan dana transfer dan pembiayaan;  

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran penerimaan 

dana transfer dan pembiayaan;  

d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses 

penarikan dana transfer ke Daerah;  

e. Melaksanakan penyiapan dokumen penarikan dan  pencairan dana 

transfer ke Daerah;  

f. Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dan konfirmasi 

atas penyaluran dana transfer ke Daerah;  

g. Melaksanakan penyiapan dokumen pembiayaan daerah baik 

penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

h. Mengoordinasikan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan dana 

transfer dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;  

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Koordinator Dana Transfer dan Pembiayaan;  

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan;  

k. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan;  

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Sub Koordinator Dana Transfer dan 

Pembiayaan; dan  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

6. Kepala Bidang Akuntansi 

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas  membantu Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang akuntansi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi. 
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b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Akuntansi. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 

Akuntansi. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Akuntansi. 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis Bidang Akuntansi. 

c. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kepada seluruh pengelola 

keuangan pada perangkat daerah. 

d. Menyelia pengembangan sistem informasi keuangan. 

e. Mengkoordinir pengujian kewajaran dan kesesuaian laporan 

keuangan perangkat daerah. 

f. Menyelia penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas dana yang 

bersumber dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi. 

g. Menyelia penyusunan  review laporan keuangan dan pelaksanaan 

audit eksternal atas laporan keuangan daerah. 

h. Menyelia penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD beserta kelengkapan/lampirannya. 

i. Menyelia penyusunan laporan bulanan realisasi APBD, prognosis 

dan laporan atas pengeluaran pajak. 

j. Menyelia penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. 

k. Menyelia pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam rangka 

pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. 

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang Akuntansi. 

m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Akuntansi. 
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p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

6.1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi mempunyai tugas  

membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan 

pengembangan akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi 

pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Pengembangan Akuntansi mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Akuntansi. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Bidang Pengembangan Akuntansi. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Akuntansi. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis pengembangan akuntansi. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi dan sitem dan 

prosedur akuntansi. 

d. Menyiapkan bahan pembinaan kepada seluruh pengelola keuangan 

perangkat daerah atas regulasi/ketentuan perundang-undangan 

terkait dengan akuntansi dan laporan keuangan. 

e. Menyiapkan bahan pengembangan Sistem Informasi Keuangan 

sebagai pendukung pelaksanaan akuntansi dalam rangka penyajian 

laporan keuangan. 

f. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka mendukung 

kegiatan pengembangan akuntansi. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi. 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 
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j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

6.2. Sub Koordinator Analisa Laporan 

Sub Koordinator Analisa Laporan mempunyai tugas  membantu Kepala 

Bidang Akuntansi dalam melaksanakan analisa laporan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Koordinator Analisa Laporan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Koordinator 

Analisa Laporan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Bidang Analisa Laporan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Analisa Laporan 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan  Sub Koordinator Analisa 

Laporan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis Analisa Laporan. 

c. Melaksanakan monitoring kepatuhan perangkat daerah dalam 

penyampaian laporan keuangan beserta data pendukungnya. 

d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan laporan 

keuangan. 

e. Melaksanakan pengujian kewajaran dan kesesuaian laporan 

keuangan perangkat daerah sesuai regulasi/ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

f.    Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas 

dana yang bersumber dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi. 

g. Menyiapkan bahan review laporan keuangan dan audit eksternal 

atas laporan keuangan daerah. 

h. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi 

terkait dalam penyusunan laporan. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Koordinator Analisa Laporan. 



26 
 

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Koordinator Analisa Laporan. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

6.3. Kepala Sub Bidang Pelaporan 

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas  membantu Kepala 

Bidang Akuntansi dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang 

Pelaporan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Bidang Pelaporan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis pelaporan. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

konsolidasi. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. 

e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan atas pengeluaran pajak 

Pemerintah Kota Magelang. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah bulanan. 

h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan prognosis. 
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i. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi 

terkait dalam penyusunan laporan keuangan daerah. 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

7. Kepala Bidang Aset 

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas  membantu Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang pengelolaan barang 

milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Bidang Aset mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Aset. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan  Bidang Aset. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Aset. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Aset. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Aset. 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan dibidang aset. 

c. Menyusun draft rencana kebutuhan barang milik daerah kepada 

Pengelola Barang. 

d. Menyusun draft rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik 

daerah kepada Pengelola Barang. 

e. Mengkaji usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah yang memerlukan persetujuan Walikota. 

f. Mengkaji pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. 



28 
 

g. Mengkaji pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

telah disetujui oleh Walikota atau DPRD. 

h. Menyelia inventarisasi barang milik daerah. 

i. Menyelia pencatatan barang milik daerah yang telah diserahkan dari 

Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, 

serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. 

j. Menyelia penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang Aset. 

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan Bidang Aset. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

7.1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset mempunyai 

tugas  membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan perencanaan 

dan penghapusan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi 

pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang 

Perencanaan dan Penghapusan Aset; 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

pada Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset; 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan 

Aset. 

Uraian Tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan 

dan Penghapusan Aset. 
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b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis perencanaan dan penghapusan asset. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (RKBMD) dan rancangan Perubahan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah serta mengusulkan penetapannya 

kepada Pengelola Barang. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang dan rancangan Perubahan Rencana Kebutuhan 

Barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang. 

e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan rancangan 

Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

berdasarkan usulan Pengguna Barang dan Pengelola Barang serta 

mengusulkan penetapannya kepada Pengelola Barang. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penghapusan barang 

milik daerah. 

g. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan penghapusan barang 

milik daerah. 

h. Menyiapkan bahan perumusan kajian persetujuan pemusnahan 

barang milik daerah. 

i. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah dalam 

rangka pemindahtanganan barang milik daerah. 

j. Melaksanakan teknis administrasi pemindahtangan barang milik 

daerah. 

k. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka perencanaan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. 

l. Menyiapkan bahan peraturan pengelolaan barang milik daerah 

terkait perencanaan dan penghapusan barang milik daerah. 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset. 

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 
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p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan 

Penghapusan Aset. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

7.2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset 

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan penatausahaan aset sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang 

Penatausahaan Aset. 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

pada Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Penatausahaan Aset. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis penatausahaan  aset. 

c. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang 

berada dibawah penguasaan Pengelola ke dalam Daftar Barang 

Pengelola. 

d. Melaksanakan penyusunan daftar barang milik daerah berdasarkan 

himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna 

dan daftar barang Pengelola. 

e. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah oleh 

Pengguna Barang. 

f. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan pengelola 

barang. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang Pengelola 

semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. 
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h. Menyiapkan bahan  penyusunan laporan barang milik daerah 

semesteran berdasarkan himpunan dari laporan barang Pengguna 

semesteran dan laporan barang Pengelola semesteran. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik daerah 

tahunan berdasarkan himpunan dari laporan barang Pengguna 

tahunan dan laporan barang Pengelola tahunan. 

j. Menyelia penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah yang 

berupa tanah dan kendaraan dinas. 

k. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah dalam 

rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. 

l. Menyiapkan bahan peraturan pengelolaan barang milik daerah 

terkait penatausahaan barang milik daerah. 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

7.3. Sub Koordinator Pendayagunaan Aset 

Sub Koordinator Pendayagunaan Aset mempunyai tugas  membantu 

Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan pendayagunaan barang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Koordinator Pendayagunaan Aset mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Koordinator    

Pendayagunaan Aset. 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Sub Koordinator Pendayagunaan Aset. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Aset. 

Uraian tugas : 
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a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Koordinator 

Pendayagunaan Aset. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis Pendayagunaan Aset. 

c. Melaksanakan teknis proses penetapan status penggunaan barang 

milik daerah. 

d. Melaksanakan teknis proses pemanfaatan barang milik daerah. 

e. Melaksanakan teknis pengamanan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaan pengelola barang. 

f. Melaksanakan teknis pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaan pengelola barang. 

g. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah dalam 

rangka pemanfaatan barang milik daerah. 

h. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan pengelolaan barang 

milik daerah terkait penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan barang milik daerah. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Pendayagunaan Aset. 

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan. 

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Pendayagunaan Aset. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

 

        Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan 

diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai pimpinan, 

yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbag/Sub 

Bidang/Sub Koordinator .  Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, seperti yang tertera pada gambar 

1.1 di bawah ini : 
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Gambar 1.1 Struktur Organisai 

C. Isu Strategis Perangkat Daerah 

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik 

bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam 

rangka menunjang pembangunan daerah. 

Isu strategis perangkat daerah yang ditangani pada kurun waktu 5 (lima) 

tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah periode 2021-2026 secara garis besar adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar tujuan 

pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien; 

2. Optimalisasi penggalian potensi PAD untuk peningkatan pendapatan 

daerah; 

3. Pengoptimalan manajemen aset agar aset daerah dapat terkelola secara 

baik. 

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2021-2026, Rencana Kerja 

Tahun 2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian 
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Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 di 

antaranya dirincikan sebagai berikut : 

1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang belum mendekati potensi; 

2. Belum optimalnya implementasi penggunaan ASB non fisik; 

3. Pada proses pencairan belanja belum semua OPD mematuhi ketentuan 

yang terdapat pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 

serta kurang efisiennya waktu dalam proses pencairan dana/belanja; 

4. Kurangnya pemahaman pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

5. Belum bisa melakukan penghapusan piutang dari Neraca; 

6. Kurangnya SDM dan kompetensi dari Pengurus Barang; 

7. Keterbatasan tempat penyimpanan aset rusak berat; 

8. Belum Optimalnya digitalisasi pendapatan asli daerah. 

 

D. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 

No. Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut 

1. 

 

 

 

2. 

Dalam melakukan pengumpulan 
data kinerja, pengukuran, dan 
pemantauan kinerja supaya 
memanfaatkan /mengoptimalkan 
aplikasi SMART Magelang. 
 
Laporan Capaian Kinerja yang 
menginformasikan penyesuaian 
penggunaan anggaran dan 
evaluasi pencapaian keberhasilan 
kinerja agar dimanfaatkan oleh 
pegawai secara optimal. 
 

Pelaporan dan monev kinerja 
sudah menggunakan data di 
aplikasi SMART Magelang  
https://smart.magelangkota.go.id/  
 
 
Meningkatkan pengendalian 
internal melalui : 
a. Melaksanakan rapat Monev 

Capaian Kinerja tiap triwulan 
yang menyertakan seluruh 
pegawai 

b. Melaksanakan koordinasi 
terkait capaian progress 
fisik/keuangan tiap bulannya 
antara pengelola keuangan 
dengan PPTK 
 

 

E. Landasan Hukum 

       Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun 

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

https://smart.magelangkota.go.id/
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1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026; 

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022; 

7. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan 

Dan Aset Daerah Kota Magelang. 

E. Sistematika 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis 

yang dihadapi SKPD, Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE 

SAKIP Tahun 2023, Dasar Hukum dan Sistematika. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

        Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan 

dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta 

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang 

bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 

2021 sampai dengan Tahun 2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2021-2026 pada Pemerintah Kota Magelang. Penetapan jangka 

waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala 

Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dibuat pada masa jabatan 

Kepala Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah akan menjadi akuntabel. 

        Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Magelang Tahun 2021-2026. 

        Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses 

penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan 

stakeholder pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan hasil 

kesepakatan bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang dan stakeholder. 

        Selanjutnya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) 
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tahun. Didalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk 

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

        Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa 

mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang.  

Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah: 

Magelang Maju, Sehat dan Bahagia 

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan 

secara lebih detail sebagai berikut ini. 

- Magelang 

Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota 

Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 

17 kelurahan. 

- Maju 

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang 

serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh 

semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik 

selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan 

ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan. 

- Sehat 

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen 

kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan 

pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, 

nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.  

Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi 

tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan 

perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.  
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Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran 

pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia 

termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya 

pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan 

masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta 

lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat. 

- Bahagia 

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan 

masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin 

karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.  

Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh 

dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga 

terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar 

masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai 

sarana peningkatan ekonomi masyarakat.   

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD 

Kota Magelang tahun 2021-2026 yang terdiri dari 

Misi 1        : Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, 

Toleran, Berlandaskan Imtaq 

Misi 2        : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Misi 3        :  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif 

Misi 4        : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran 

UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan 

Misi 5        : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan 

Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki 

keterkaitan dengan Misi ke 3 Tujuan ke-3 dan Sasaran ke-12 dari RPJMD 

Kota Magelang Tahun 2021-2026. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang berperan untuk meningkatkan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan 

faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut. 

1. Tujuan dan Sasaran 

        Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa 

strategis. 

  Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi 

Kota Magelang Tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang terdapat 

pada  Misi 3 RPJMD Kota Magelang ini yang diemban oleh Renstra BPKAD 

Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis. 

Untuk BPKAD Kota Magelang sendiri mendukung pada Tujuan 3 yaitu 

Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif. Sedangkan 

untuk  sasaran daerah mendukung pada Sasaran 12 yaitu : meningkatnya 

kualitas pelayanan publik, terciptanya birokrasi yang kapabel, serta 

terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.  

        Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra Perangkat Daerah.  

Berikut indikator dan target dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 sesuai tujuan dan sasarannya. 
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Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 
 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1. Meningkatnya 

kualitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
Barang  Milik 
Daerah 

  Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan  

Barang Milik Daerah 

89,76

% 

91,09

% 

92,03

% 

93,69

% 

93,87

% 

1.1 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 

89,76

% 

91,43

% 

91,43

% 

93,10

% 

93,10

% 

1.2 Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

89,77

% 

90,76

% 

92,64

% 

94,29

% 

94,64

% 

2. Meningkatnya 
Kemandirian 
Keuangan Daerah 

  
Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

36,16

% 

34,61

% 

35,64

% 

36,69

% 

36,69

% 

2.1 Meningkatnya 

Pendapatan Daerah 

Rasio PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 26,05

% 

25,25

% 

25,81

% 

26,37

% 

26,37

% 

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2021-2026 

2. Indikator Kinerja Utama 

        Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan 

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.  

        Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023 adalah sebagai 

berikut:
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Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 
 

TUJUAN 

RENSTRA 

INDIKATOR 

TUJUAN 

RENSTRA 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMUL

ASI PERHITUNGAN 

TARGET 
SUMBER DATA 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

Keuangan dan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah dan 

Barang Milik 

Daerah 

 

 I =   Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

II = Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

DO = ( I+II )/2 x 100% 

89,76% 91,09% 92,03% 93,69 % 93,87% 
Laporan Bidang-

bidang pada BPKAD 

  

 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah (I) 

 

A. Persentase Dokumen 
Penganggaran Daerah 
yang tepat waktu 

B. Persentase pencairan 
belanja sesuai 

pengajuan 

C. Presentase Pelaporan 
Keuangan sesuai SAP 

 

DO = (A+B+C)/3 x 100% 

A. Jumlah rancangan 
dokumen(RKUA, 
RPPAS; Raperda APBD, 
Raperwal APBD) tepat 
waktu dibandingkan 
dengan Jumlah 

89,76% 91,43% 91,43% 93,10% 93,10% 

Laporan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

dari Bidang 

Anggaran, Bidang 

Perbendaharan, dan 

Bidang Akuntansi, 

Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 
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rancangan dokumen 
penganggaran (RKUA, 
RPPAS; Raperda APBD, 
Raperwal APBD) x 
100% 

B. Jumlah SP2D yang 
diterbitkan 
dibandingkan dengan 
Jumlah SPM yang 

diterima x 100% 
C. Jumlah Laporan 

Keuangan OPD yang 
sesuai dengan SAP 
dibandingkan dengan 
jumlah Laporan 
Keuangan seluruh OPD 
x 100% 

  

  

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah (II) 

 

Persentase yang 

menunjukkan akuntabilitas 

pengelolaan BMD yang 

merupakan komposit dari 

nilai : 

A. Persentase BMD yang 
dimanfaatkan 

B. Persentase OPD dengan 
BMD yang sesuai 
Standar  

C. Persentase 
Pengamanan BMD  

D. Persentase 
Penatausahaan BMD 
yang Berkualitas  

E. Persentase BMD yang 
Dipindahtangankan  

 

DO = (A+B+C+D+E)/5 x 

 89,77% 90,76% 92,64% 94,29% 94,64% 

Laporan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

dari Bidang Aset 
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100% 

Merupakan komposit dari 

nilai indikator Persentase 

BMD yang dimanfaatkan, 

Persentase OPD dengan 

BMD sesuai standar, 

Persentase pengamanan 

BMD , Persentase 

penatausahaan BMD yang 

berkualitas , Persentase 

BMD yang 

dipindahtangankan dibagi 

5 (lima) dan dikalikan 100 

(seratus) persen 

 

Meningkatnya 

kemandirian 

keuangan 

daerah 

 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

 

  
Jumlah Anggaran PAD 
dibandingkan dengan 

jumlah anggaran yang 
diterima dari transfer pusat 
(Dana Perimbangan) dan 
Transfer provinsi serta 
Pinjaman Daerah 

 
 

A. Anggaran PAD 
B. Anggaran Transfer 

Pusat 

C. Anggaran Transfer 
Provinsi 

D. Anggaran Pinjaman 

A 

DO = -----------------  x 100% 

                ( B + C + D ) 

36,16% 34,61% 35,64% 36,69% 36,69% 

Laporan Realisasi 

Anggaran dan 

Laporan Pendapatan 

Daerah  
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Meningkatnya 

Pendapatan 

daerah 

 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

 

Merupakan perbandingan 

antara jumlah Pendapatan 

Asli Daerah dengan jumlah 

Pendapatan Daerah 

 

A. Jumlah Pendapatan 
Asli Daerah 

B. Jumlah Pendapatan 
Daerah 
 

DO = (A/B ) x 100% 

 

Merupakan komposit dari 

capaian indikator 

Persentase Peningkatan 

Potensi PAD (A) dan 

Persentase Peningkatan 

Realisasi PAD (B) dibagi 2 

dikali 100% 

 

26,05% 

 

25,25% 

 

25,81% 

 

26,37% 

 

26,37% 

Laporan Realisasi 

Anggaran dan 

Laporan Pendapatan 

Daerah 

 

 

  

Meningkatnya 

Pendapatan 

daerah 

 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

 

Merupakan perbandingan 

antara jumlah Pendapatan 

Asli Daerah dengan jumlah 

Pendapatan Daerah 

 

C. Jumlah Pendapatan 
Asli Daerah 

D. Jumlah Pendapatan 
Daerah 

 

26,05% 

 

25,25% 

 

25,81% 

 

26,37% 

 

26,37% 

Laporan Realisasi 

Anggaran dan 

Laporan Pendapatan 

Daerah 
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DO = (A/B ) x 100% 

 

Merupakan komposit dari 

capaian indikator 

Persentase Peningkatan 

Potensi PAD (A) dan 

Persentase Peningkatan 

Realisasi PAD (B) dibagi 2 

dikali 100% 

 

                Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023



46 
 

B. Rencana Kinerja Tahun 2023 

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran 

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh 

perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 

2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut 

Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 : 

Tabel 2.3 
Rencana Kinerja Tahun 2023 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 
 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Daerah 

1.1 Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
keuangan daerah 

Persentase Capaian 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

% 91,43 

  1.2 Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Persentase Capaian 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

% 90.76 

2 Meningkatnya 
kemandirian 
keuangan 
daerah 

2.1 Meningkatnya 

Pendapatan daerah 

Rasio PAD terhadap 

pendapatan daerah 

% 25.25 

Sumber : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023 
 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

        Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan 

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai 

apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai 

dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut 

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan 

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang 

tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, 

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja 

(Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. 
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Pada bulan Januari tahun 2023 Kepala  Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 

uraian sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang Tahun 2023 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Keuangan dan Barang Milik Daerah 

1.1 Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan 

Barang Milik Daerah 

% 
91,09 

2. Meningkatnya pelayanan Perangkat 

Daerah yang berkualitas 

2.1 Persentase Pelayanan 

Internal Perangkat Daerah 

yang Berkualitas 
% 

100 

3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

3.1 Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
% 

91,43 

4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

4.1 Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
% 

90.76 

5. 
Meningkatnya Kemandirian Daerah 

5.1 Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah % 
34.61 

6. 
Meningkatnya Pendapatan daerah 

5.1 Rasio PAD terhadap 

Pendapatan Daerah % 
25.25 

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah : 
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Tabel 2.5 
Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
                                                     Tahun 2023 

 

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) 
perencanaan penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah, 
administrasi keuangan, administrasi 
kepegawaian, administrasi umum, 
penyediaan jasa penunjang urusan 
Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD 
dan Barang Pengelola penunjang 
urusan Pemda sesuai ketentuan 

100 % 
 

10.197.963.299 

 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
 

Cakupan ketersediaan (CK) dokumen 
perencanaan, penganggaran, dan 
evaluasi kinerja PD 

100 % 
 

31.876.000 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Cakupan Laporan (CL) administrasi 
keuangan Perangkat Daerah sesuai 
aturan 
 

100 % 
 

8.073.479.977 

 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Cakupan laporan (CL) administrasi 
kepegawaian PD sesuai aturan 

100 % 
 

1,999,800 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Cakupan Ketersediaan (CK) 
administrasi umum Perangkat Daerah 

100 % 
 

138.107.200 

 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
 

Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang 
(CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah 

100 % 
 

477.541.658 

 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Cakupan pemeliharaan barang milik 
daerah (CPBMD) penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
 

100 % 
 

1,431,279,192 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Persentase capaian pengelolaan 
keuangan daerah Bidang Anggaran 
 

100% 8.964.970.377 

Persentase capaian pengelolaan 
keuangan daerah Bidang 
Perbendaharaan 
 

100% 

Persentase capaian pengelolaan 
keuangan daerah Bidang Akuntansi 
 

100% 

 Koordinasi dan Penyusunan 
Rencana Anggaran Daerah 

Persentase penganggaran sesuai 
ketentuan 

100% 465.444.960 

 Koordinasi dan Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

Persentase penatausahaan keuangan 
sesuai ketentuan 

100 % 
 

231.246.200 

 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Daerah 

Persentase LK OPD yang sesuai dengan 
ketentuan 
 

100% 268.279.217 

 Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Persentase Pengelolaan Dana Darurat 
dan Mendesak yang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
 

100 % 
 

8.000.000.000 

3 PROGRAM 
PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 
 

Cakupan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

85.71 % 1.134.009.880 

 Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

Cakupan perencanaan, pemanfaatan, 
pengamanan, penatausahaan, dan 
pemindahtanganan BMD 

69,31 % 1.134.009.880 
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4 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 
 

Persentase peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah 

110,06 % 2.185.890.655 

 Kegiatan Pengelolaan 
pendapatan Daerah 

Persentase realisasi Pendapatan Asli 
Daerah 

100 % 
 

2.185.890.655 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Tahun 2023 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi 

sebagai berikut:  

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan 

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam 

proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

Pada bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dengan uraian target 

kinerja sebagai berikut : 

Tabel 2.6 
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Magelang Tahun 2023 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Keuangan dan Barang Milik Daerah 

1.1 Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan 

Barang Milik Daerah 

% 
91,09 

2. Meningkatnya pelayanan Perangkat 

Daerah yang berkualitas 

2.1 Persentase Pelayanan 

Internal Perangkat Daerah 

yang Berkualitas 
% 

100 

3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

3.1 Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
% 

91,43 

4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

4.1 Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
% 

90,76 

5. 
Meningkatnya Kemandirian Daerah 

5.1 Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah % 
34,61 

6. 
Meningkatnya Pendapatan daerah 

5.1 Rasio PAD terhadap 

Pendapatan Daerah % 
25,25 

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Tahun 2023 
 

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) 
perencanaan penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah, 
administrasi keuangan, administrasi 
kepegawaian, administrasi umum, 
penyediaan jasa penunjang urusan 
Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD 
dan Barang Pengelola penunjang 
urusan Pemda sesuai ketentuan 

100 % 
 

11,144,896,447 

 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
 

Cakupan ketersediaan (CK) dokumen 
perencanaan, penganggaran, dan 
evaluasi kinerja PD 

100 % 
 

31,872,600 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Cakupan Laporan (CL) administrasi 
keuangan Perangkat Daerah sesuai 
aturan 
 

100 % 
 

9,042,140,019 

 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Cakupan laporan (CL) administrasi 
kepegawaian PD sesuai aturan 

100 % 
 

1,999,800 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Cakupan Ketersediaan (CK) 
administrasi umum Perangkat Daerah 

100 % 
 

169,341,200 

 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Cakupan pengadaan barang milik 
daerah (CPBMD) penunjang 
urusan pemerintahan daerah 

100 % 
 

26,543,400 

 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
 

Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang 
(CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah 

100 % 
 

441,720,236 

 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Cakupan pemeliharaan barang milik 
daerah (CPBMD) penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
 

100 % 
 

1,431,279,192 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Persentase capaian pengelolaan 
keuangan daerah Bidang Anggaran 
 

100% 4,339,540,655 

Persentase capaian pengelolaan 
keuangan daerah Bidang 
Perbendaharaan 
 

100% 

Persentase capaian pengelolaan 
keuangan daerah Bidang Akuntansi 
 

100% 

 Koordinasi dan Penyusunan 
Rencana Anggaran Daerah 

Persentase penganggaran sesuai 
ketentuan 

100% 408,715,660 

 Koordinasi dan Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

Persentase penatausahaan keuangan 
sesuai ketentuan 

100 % 
 

219,263,200 

 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Daerah 

Persentase LK OPD yang sesuai dengan 
ketentuan 
 

100% 343,437,634 

 Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Persentase Pengelolaan Dana Darurat 
dan Mendesak yang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
 

100 % 
 

3,368,124,161 

3 PROGRAM 
PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 
 

Cakupan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

85.71 % 1,132,491,599 

 Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

Cakupan perencanaan, pemanfaatan, 
pengamanan, penatausahaan, dan 
pemindahtanganan BMD 

69.31 % 1,132,491,599 



51 
 

  

4 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 
 

Persentase peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah 

110.06 % 2,232,431,078 

 Kegiatan Pengelolaan 
pendapatan Daerah 

Persentase realisasi Pendapatan Asli 
Daerah 

100 % 
 

2,232,431,078 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Tahun 2023 



52 
 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

        Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang 

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang dibuat 

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan Perubahan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan 

Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 

        Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

        Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, 

sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran 

kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian 

rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. 
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        Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran 

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Pengkategorian Capaian Kinerja 

 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Baik 120 ≥ X > 100 

2 Baik X = 100 

3 Cukup 80 < X < 100 

4 Kurang 50 ≤ X ≤ 80 

5 Sangat Kurang X < 50 

         

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

        Dalam laporan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target 

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian 

tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran 

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 maupun Rencana 

Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu 

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja 

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja 
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utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, 

sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai 

ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kemudian 

upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. 

Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan 

dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Capaian Indikator Kinerja Utama 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 

% 
Kategori 

Sumber 
Data 

1 Meningkatnya 

kualitas 
pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Daerah 

Persentase 
Capaian 

Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan daerah 
dan Barang Milik 
Daerah 

91,09% 99,68% 109,43% 

 Laporan 
Bidang-

bidang pada 
BPKAD 

2 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

 

91,43% 100% 109,37% 

 Laporan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah dari 

Bidang 

Anggaran, 

Bidang 

Perbendahar

an, dan 

Bidang 

Akuntansi, 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

(LRA) 

 

3 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

90,76% 99,35% 109,46% 

 

Laporan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah dari 

Bidang Aset 

 

4 

 

Meningkatnya 

kemandirian 

keuangan 

daerah 

 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

36,16% 45,10% 124,72% 

 Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

dan Laporan 
Pendapatan 

Daerah 
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5 

Meningkatnya 

Pendapatan 

daerah 

 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

25,25% 33,51% 132,72% 

 Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

dan Laporan 
Pendapatan 

Daerah 

 

Uraian penjelasan tabel :  

Sesuai dengan hasil pengukuran indikator kinerja utama diperoleh 5 (lima) 

indikator dengan hasil capaian Sangat Baik atau sebesar 100% dari keseluruhan 

jumlah indikator yang diampu BPKAD Kota Magelang yang sebanyak 5 (lima) 

indikator. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kota Magelang telah 

memiliki kinerja yang sangat baik dalam mencapai target-targetnya selama 

tahun 2023. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sesuai Renstra Perubahan BPKAD Tahun 

2021-2026 diuraikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 
Perbandingan Capaian Kinerja 

 

No 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

2022 2023 

Target 
Realis
asi 

% 
Capai
an 

Target 
Realis
asi 

% 
Capai

an 

 1 
Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Daerah 

Persentase 
Capaian 
Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah dan 
Barang Milik 
Daerah 

89,76

% 

102,45

% 

114,14

% 

91,09

% 

99,68

% 

109,43

% 

2 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

89,76

% 100 % 
111,41

% 

91,43

% 100% 
109,37

% 

 3 
  

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

89,77

% 
104,91 

% 

116,87 

% 

90,76

% 
99,35

% 

109,46

% 

4 Meningkatnya 

kemandirian 

keuangan 

daerah 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

36,16

% 

54,03

% 

149,42

% 

34,61

% 

45,10

% 

130.31

% 

5 Meningkatnya 

Pendapatan 

daerah 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

26,05

% 

38,37

% 

147,29

% 

25,25

% 

33,51

% 

132,72

% 
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Uraian penjelasan tabel : 

Berdasarkan tabel Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2022 hingga tahun 

2023 di atas seluruh terdapat 3 (tiga) indikator mengalami sedikit penurunan. 

Hal ini dikarenakan pada realisasi indikator kinerja tahun 2022 masih terdapat 2 

(dua) indikator yang dianggap belum menggambarkan capaian yang 

sebenarnya. Yaitu indikator tujuan Persentase Capaian Akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah dan indikator sasaran 

Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini 

dikarenakan untuk 2 (dua) indikator tersebut pada tahun 2023 ini dihitung 

dengan menyesuaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih 

tinggi dari 100% maka hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%. Sedangkan 

untuk indikator sasaran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga mengalami 

penurunan dari tahun 2022 dikarenakan dana transfer yang diterima pada tahun 

2023 mengalami kenaikan. Definisi operasional dari indikator ini adalah 

anggaran pendapatan asli daerah dibandingkan dengan anggaran dana transfer 

baik transfer dari pusat maupun provinsi dan pinjaman daerah. 

Apabila melihat tabel di atas, maka akan terlihat bahwa kontribusi terbesar 

penyumbang capaian indikator yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan 

daerah adalah dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemandirian Kota Magelang masih tergolong rendah. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan dengan menggali 

potensi pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka 

menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

 

No
. 

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 
Tahun 

2023 

Target 
Akhir 2023 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1. 
Meningkatnya kualitas 
pengelolaan Keuangan 
dan Barang Milik 

Persentase Capaian 
Akuntabilitas 
pengelolaan 

99,68% 91,09% 109,43% 
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Daerah keuangan daerah 
dan Barang Milik 
Daerah 

2. 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

100% 91,43% 109,37% 

3. 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

99,35% 90,76% 109,46% 

4. 

Meningkatnya 

kemandirian keuangan 

daerah 

Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 45,10% 34,61% 130,31% 

5. 
Meningkatnya 

Pendapatan daerah 

Rasio PAD terhadap 

pendapatan daerah 33,51% 25,25% 132,72% 

 

Uraian penjelasan tabel : 

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing 

indikator, diperoleh 5 (lima) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari 

100%, atau bisa disimpulkan berarti tingkat kemajuan indikator sudah mencapai 

100% atau bisa dibilang sangat baik. 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional 

 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Tahun 

2023 

Standar 
Nasional 

Prov. 
Jawa 

Tengah 

% 
Capaia

n 

1 2 3 4 5 
 6=4/5*10

0 

1. 
Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Daerah 

Persentase 
Capaian 
Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan daerah 
dan Barang Milik 
Daerah 

100% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 

2. Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah  

100% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
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3. Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

100% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 

4. Meningkatnya 

kemandirian 

keuangan daerah 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

100% 

 
 
- 

 
 
- 

- 

5.  

Meningkatnya 

Pendapatan daerah 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

100% 

  

- 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel 3.6 berikut  : 

Tabel 3.6 
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 

 
 

No
. 

Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Analisis 
Keberhasilan/

Kegagalan 
Solusi yang 
dilakukan 

1. 

Meningkatnya 
kualitas 

pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 

Daerah 

Persentase 
Capaian 

Akuntabilitas 
pengelolaan 

keuangan 
daerah dan 

Barang Milik 
Daerah 

91,09% 100% 109,43% 

Dukungan 
OPD yang 
memiliki 
keterkaitan 
fungsi 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah. 

Lebih 
mengintensifka
n lagi 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah secara 
trasparan dan 
akuntabel 

2. 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

91,43% 100% 109,37% 

1.Proyeksi 
pendapatan asli 
daerah yang 
belum 
mendekati 
potensi 
 
 
 
 
 
 
 
2.Pemahaman 
pengelola 
keuangan 
tentang Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
dan Sistem 
Pengendalian 
Intern (SPI) 
 
3.Belum bisa 
melakukan 
penghapusan 
piutang dari 
Neraca 
 

1.Mendorong 
untuk 
dilakukan 
kajian potensi 
untuk setiap 
jenis 
pendapatan 
baik pajak 
daerah maupun 
retribusi daerah 
 
2. 
Meningkatkan 
intensifikasi 
pembinaan 
kepada 
pengelola 
keuangan OPD  
 
 
3.Merumuskan 
penyusunan 
perwal tentang      
penghapusan 
piutang di 
tahun 2024 
 

 
 

Meningkatnya 

kualitas 
 90,76% 99,35% 109,46%  

Kompetensi 
 
Melakukan 
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3. pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

SDM Pengurus 
Barang  

pembinaan 
rutin terhadap 
pejabat 
penatausahaan 
barang, 
pengurus 
barang dan 
pengurus 
barang 
pembantu 

 

Meningkatnya 

kemandirian 

keuangan 

daerah 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

34,61% 45,10% 130,31% 

Belum 
tersedianya 
kajian potensi 
pada setiap 
jenis 
pendapatan 
pajak dan 
retribusi 
daerah, 
sehingga dalam 
menentukan 
target atau 
proyeksi 
pendapatan 
belum sesuai 
dengan potensi 
yang ada 

Mendorong 
untuk 
dilakukan 
kajian potensi 
untuk setiap 
jenis 
pendapatan  
2.Meningkatkan 
PAD melalui 
peningkatan 
kontribusi 
BUMD yang 
berupa 
pengelolaan 
BUMD secara 
lebih 
profesional lagi. 

 

Meningkatnya 

Pendapatan 

daerah 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

25,25% 33,51% 132,72% 

Belum 
optimalnya 
digitalisasi 
pendapatan asli 
daerah 
sehingga 
menyebabkan 
kualitas dan 
kuantitas data 
(seperti objek 
pajak, retribusi) 
belum 
terbangun 
dengan baik 

Meningkatkan 
koneksivitas 
antara sistem di 
BPKAD dengan 
sistem lain di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kota Magelang 
yang belum 
terbangun 
dengan baik. 

 

Uraian penjelasan tabel : 

Kebijakan keuangan pada BPKAD Kota Magelang mengikuti kebijakan 

keuangan Pemerintah Kota Magelang yang secara umum diarahkan untuk 

sinkronisasi penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah 

serta kebijakan kedaruratan yang melibatkan penanganan dampak kesehatan 

serta jaring pengaman sosial lanjutan. Di samping itu juga memperhatikan 

program dan kegiatan yang mendukung RB Tematik, Program Unggulan serta 

Klaster Prioritas sesuai yang telah ditetapkan pada RKPD Perubahan Tahun 

2023. 

Tabel 3.7  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 

 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
% 

Capaian 

Menunjang
/Tidak 

Menunjang 

1 Tujuan : 
Meningkatnya 

1. 
Persentase 

100% Program 
Pengelola

1.Persentase 
capaian 

100% 
 

Menunjang 
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kualitas 
pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Daerah 
 
 
Sasaran :  

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 
 
Sasaran :  

 
Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

Capaian 
Akuntabili
tas 
pengelola
an 
keuangan 
daerah 
dan 
Barang 
Milik 
Daerah 
 
 

 an 
Keuangan 
Daerah 

pengelolaan 
keuangan daerah 
Bidang Anggaran 
 
2.Persentase 
capaian 
pengelolaan 
keuangan daerah 
Bidang 
Perbendaharaan 
 
2.Persentase 
capaian 
pengelolaan 
keuangan daerah 
Bidang Akuntansi 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 

   

 Kegiatan 
Koordinas
i dan 
Penyusun
an 
Rencana 
Anggaran 
Daerah 

Presentase 
Penganggaran 
sesuai ketentuan 

100% Menunjang 

   

 Kegiatan 
Koordinas
i dan 
Pengelola
an 
Perbenda
haraan 
Daerah 

Persentase 
penatausahaan 
keuangan sesuai 
ketentuan 

100% Menunjang 

 

 

  Kegiatan 
Koordinas
i dan 
Pelaksana
an 
Akuntans
i dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase LK 
OPD yang sesuai 
dengan ketentuan 

100% Menunjang 

   

 Kegiatan 
Penunjan
g Urusan 
Kewenan
gan 
Pengelola
an 
Keuangan 
Daerah 

Persentase 
Pengelolaan Dana 
Darurat dan 
Mendesak yang 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
berlaku 

100% Menunjang 

  

 

 Program 
Pengelola
an Barang 
Milik 
Daerah 

Cakupan 
Pengelolaan BMD 

100% Menunjang 
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 Kegiatan 
Pengelola
an Barang 
Milik 
Daerah 

Cakupan 
perencanaan, 
pemanfaatan, 
pengamanan, 
penatausahaan, 
dan 
pemindahtangana
n BMD 

100% Menunjang 

2 Tujuan : 
Meningkatnya 
kemandirian 
keuangan 
daerah 

Rasio 
Kemandiri
an 
Keuangan 
Daerah 

130.31% Program 
Pengelola
an 
Pendapat
an Daerah 

Persentase 
peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah 

137,72% Menunjang 

 

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pendapatan 
daerah 

Rasio 
PAD 
terhadap 
pendapata
n daerah 

132.72% Kegiatan 
Pengelola
an 
pendapat
an Daerah 

Persentase 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

105,27% Menunjang 

 

Uraian penjelasan tabel : 

Semua Program dan Kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang dapat dikatakan berhasil menunjang terhadap 

pencapaian indikator-indikator kinerjanya. 

B. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 3.8 
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 

 

No. Program/Kegiatan 
Anggaran 

Perubahan (Rp) 
Realisasi (Rp) % Capaian 

1 2 3 4 5 

1.  Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

11,144,896,447 
8.634.506.998 77,47% 

2.  Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

31,872,600 
31,585,700 99.10% 

3.  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

9,042,140,019 8.016.741.123 88,66% 

4.  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

1,999,800 1,993,000 99.66% 

5.  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

169,341,200 157.151.482 92,80% 

6.  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

26,543,400 
24.640.000 92.83% 

7.  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

441,720,236 429,028,683 97.13% 

8.  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1,431,279,192 
1,230,413,259 85.97% 

9.  Program Pengelolaan 4.339.540.655 2.058.692.726 47,44% 
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Keuangan Daerah 

10.  Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

408,715,660 
393,391,391 96.25% 

11.  Kegiatan Koordinasi dan 
Pengelolaan Perbendaharaan 
Daerah 

219,263,200 
196,510,781 89.62% 

12.  Kegiatan Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Daerah 

343,437,634 
332,670,554 96.86% 

13.  Kegiatan Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

3,368,124,161 1,136,120,000 
33.73% 

14.  Program Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

1,132,491,599 961.282.237 84.88% 

15.  Kegiatan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

1,132,491,599 961,282,237 84.88% 

16.  Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

2,232,431,078 2,209,707,738 98.98% 

17.  Kegiatan Pengelolaan 
pendapatan Daerah 

2,232,431,078 2,209,707,738 98.98% 

 

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Tingkat efisiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator 

kinerja dengan capaian anggaran. Hasil dari perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa anggaran tersebut efisien untuk pencapaian 

indikator ketika nilainya mendekati 1. Analisis atas efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran BPKAD Kota Magelang disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.9 
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 

 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran 
Tingkat 
Esisiensi 

Keterangan 
Indikator Target 

Realisa
si 

%Capai
an 

Anggaran Realisasi 
%Capaian 

(Rp.) (Rp.) 

 
1 

Meningkat
nya 
kualitas 
pengelolaa
n 
Keuangan 
dan Barang 
Milik 
Daerah 

Persentase 
Capaian 
Akuntabilit
as 
pengelolaa
n keuangan 
daerah dan 
Barang 
Milik 
Daerah 

91,09% 99,68% 
109,43

% 
15.481.235.618 13.987.040.948 90,35%  

1,21% 
 

Efisien 

2 

Meningkat
nya 
kualitas 
pengelolaa
n keuangan 
daerah 

Persentase 
Capaian 
Akuntabilit
as 
Pengelolaa
n 
Keuangan 
Daerah 

91,43% 
100% 

109,37

% 
4,339,540,655 2,058,692,726 47.44%  

2,30% 
 

Efisien 

3 

Meningkat
nya 
kualitas 
pengelolaa
n Barang 
Milik 

Persentase 
Capaian 
Akuntabilit
as 
Pengelolaa
n Barang 

90,76% 
99,35% 

109,46

% 
1,132,491,599 961.282.237 84,88%  

11,29% 
 

Efisien 
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Daerah Milik 
Daerah 

4 

Meningkat
nya 
kemandiria
n keuangan 
daerah 

Rasio 
Kemandiria
n 
Keuangan 
Daerah 

34,61% 45,10% 
130,31

% 
2,232,431,078 2,209,707,738 98.98% 

1.32% Efisien 

5 

Meningkat
nya 
Pendapata
n daerah 

Rasio PAD 
terhadap 
pendapata
n daerah 

25,25% 33,51% 
132,72

% 2,232,431,078 2,209,707,738 98.98% 1.34% Efisien 

 

Uraian penjelasan tabel : 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup efisien. 

Kelima indikator menunjukkan tingkat efisiensi lebih dari 1.  

Sedangkan pada tabel 3.8 yaitu Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

Tahun 2023, terdapat anggaran yang serapannya sangat kecil yaitu 33,73% 

terdapat pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan lebih tepatnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan 

Mendesak, di mana sub kegiatan ini untuk mengampu Belanja Tak Terduga 

yang harus dianggarkan setiap tahunnya pada APBD. Mengacu pada Pasal 68 

dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait 

Belanja Tidak Terduga, disebutkan bahwa Belanja tidak terduga digunakan 

untuk menganggarkan pengeluaran bagi keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta 

untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Sehingga 

harus dianggarkan dalam belanja daerah. Oleh karenanya realisasi dari Belanja 

Tak Terduga ini tidak bisa diharapkan memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian 

kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.10 

berikut : 

Tabel 3.10 
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 

 

No 
Program/ 
kegiatan 

Indikator Kinerja Anggaran 
Tingkat 
Efisien

si 

Indikator Target 
Realis

asi 
% 

Capaian 

Anggaran Realisasi % 
Capaia

n 

 
(Rp.) (Rp.) 

 
 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

Tingkat 
pemenuhan 
kebutuhan 
(TPK) 
perencanaan 

100% 100% 100% 
11,144,896,447

  

9,940,833,247 89,20% 

 
1,12% 
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Kabupaten/
Kota 

penganggara
n dan 
evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah, 
administrasi 
keuangan, 
administrasi 
kepegawaian, 
administrasi 
umum, 
penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan 
Pemda, serta 
pemeliharaan 
BMD OPD 
dan Barang 
Pengelola 
penunjang 
urusan 
Pemda sesuai 
ketentuan 

1 Kegiatan 
Perencanaa
n, 
Penganggar
an, dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Cakupan 
ketersediaan 
(CK) 
dokumen 
perencanaan, 
penganggara
n, dan 
evaluasi 
kinerja PD 

100% 100% 100% 
31,872,600
  

31,585,700 99.10% 

 
 
 
 

1,01% 

1. 2 Kegiatan 
Administras
i Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Cakupan 
Laporan (CL) 
administrasi 
keuangan 
Perangkat 
Daerah sesuai 
aturan 

100% 100% 100% 
9,042,140,019

  

8,016,741,123 88.66% 

 
 

1,13% 

2. 3 Kegiatan 
Administras
i 
Kepegawaia
n Perangkat 
Daerah 

Cakupan 
laporan (CL) 
administrasi 
kepegawaian 
PD sesuai 
aturan 

100% 100% 100% 1,999,800  
1,993,000 99.66% 

 
 

1,01% 
 

3. 4 Kegiatan 
Administras
i Umum 
Perangkat 
Daerah 

Cakupan 
Ketersediaan 
(CK) 
administrasi 
umum 
Perangkat 
Daerah 

100% 100% 100% 
169,341,200

  

157,151,482 92.80% 

 
 

1,07% 

4. 5 Kegiatan 
Pengadaan 
Barang 
Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Cakupan 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
(CPBMD) 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

100% 100% 100% 
26,543,400
  

24,640,000 92.83% 

 
 
 
 

1,07% 

5. 6 Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

Cakupan 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
(CPJP) 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100% 100% 100% 
441,720,236

  

429,028,683 97.13% 

 
 
 

1,02% 
 

6. 7 Kegiatan 
Pemeliharaa
n Barang 
Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah

Cakupan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
(CPBMD) 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 

100% 100% 100% 
1,431,279,192

  

1,230,413,259 85.97% 

 
 
 

1,16% 
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an Daerah daerah 

 Program 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Cakupan 
Penyediaan 
Dokumen 
Perencanaan 
Anggaran, 
pelayanan 
penatausahaa
n keuangan, 
dan laporan 
keuangan 
yang secara 
tepat waktu 
dan sesuai 
dengan 
ketentuan 
perundangan 

91,43% 100% 109,37% 
4,339,540,655

  

2,058,692,726 47.44% 

 
 
 
 
 
 
 

2,305% 
 

7. 1 Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Rencana 
Anggaran 
Daerah 

Presentase 
Penganggara
n sesuai 
ketentuan 100% 

100% 100% 408,715,660
  

393,391,391 96.25% 

 
 
 

1,04% 

8. 2 Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Pengelolaan 
Perbendaha
raan Daerah 

Persentase 
penatausahaa
n keuangan 
sesuai 
ketentuan 

100% 100% 100% 
219,263,200
  

196,510,781 89.62% 

 
 

1,12% 

9. 3 Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi 
dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase LK 
OPD yang 
sesuai dengan 
ketentuan 

100% 100% 100% 
343,437,634
  

332,670,554 96.86% 

 
 
 
 

1,03% 

10. 4 Kegiatan 
Penunjang 
Urusan 
Kewenanga
n 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase 
Pengelolaan 
Dana Darurat 
dan 
Mendesak 
yang sesuai 
dengan 
ketentuan 
yang berlaku 

100% 100% 100% 
3,368,124,161

  

1,136,120,000 33.73% 

 
 
 
 

2,96% 

5 Program 
Pengelolaan 
Barang 
Milik 
Daerah 
 
Kegiatan 
Pengelolaan 
Barang 
Milik 
Daerah 

Cakupan 
Pengelolaan 
BMD 

85.71% 100% 100% 
1,132,491,599

  

963,207,237 85.05% 

 
 
 
 
 

1,17% 

6 Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 
 
Kegiatan 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 
 

Persentase 
peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah 

110,06
% 

151,57
% 

137,72% 
2,232,431,078

  

2,209,707,738 98.98% 

 
 
 
 

1,39% 
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Uraian penjelasan tabel : 

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efisiensi untuk pencapaian indikator 

program menunjukkan tingkat yang bervariasi. Tabel diatas menunjukkan  

bahwa dari 4 (empat)  program dan 13 (tiga belas) kegiatan  serta 66 (enam 

puluh enam) Sub Kegiatan, keseluruhannya telah  menunjukkan efisiensi. 

D. Inovasi 

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk 

bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya 

harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Maka pada tahun 2023 inovasi yang telah dikembangkan dalam 

pencapaian sasaran kinerja antara lain : 

a.  Sistem Informasi Monitoring Reklame (SIMONARELA) 

 Dengan aplikasi Simonarela ini maka diharapkan penyelenggaraan reklame 

menjadi semakin terkendali dan terintegrasi, baik  dari sisi perijinan 

(DPMPTSP), sisi perpajakan (BPKAD), maupun dari sisi penegakan peraturan 

daerah oleH Satpol PP. 

b. SI-LITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah) 

Dengan Sistem Informasi Zona Nilai Tanah (SI-LITA), masyarakat diberikan 

kemudahan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan nilai jual tanah 

diseluruh Kota Magelang hanya dengan mengkases 

http://znt.magelangkota.go.id tanpa harus LOGIN dan langsung bisa 

mengetahui nilai tanah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah DaerahKota Magelang 

Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang 

baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua 

pihak. 

        LKJIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja 

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

        Dalam tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin 

dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

● Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik 

Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah dengan 

capaian kinerja sebesar  109,43% (kategori Sangat Baik); 

● Tujuan  “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” terdiri dari 1 (satu) 

indikator kinerja, yaitu indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  dengan 

capaian kinerja sebesar  130,31% (kategori Sangat Baik); 

● Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” terdiri dari 1 

(satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 109,37% (kategori Sangat 

Baik); 

● Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah” terdiri dari 1 

(satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 109,46% (kategori Sangat 

Baik); 
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● Sasaran “Meningkatnya pendapatan daerah.” terdiri dari 1 (satu) indikator 

kinerja, yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dengan capaian sebesar 

132,72% (kategori Sangat Baik). 

        Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan 3 Sasaran 

tersebut, secara rata-rata jumlah dari 5 indikator kinerja tersebut diperoleh angka 

118,26%, sehingga bisa dikatakan secara umum telah mencapai target yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja bahkan melebihi. 

        Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam rangka 

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Magelang Tahun 

Anggaran 2023 sebesar Rp. 18.849.359.779,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai 

Rp. 15.123.160.948,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan 

anggaran sebesar 80.23%. Di dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk 

Belanja Tak Terduga yang terdapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat 

dan Mendesak sebesar Rp.3.368.124.161,00 yang terealisir sebesar Rp. 

1.136.120.000,00. Apabila tanpa anggaran tersebut maka anggaran yang dikelola oleh 

SKPD BPKAD Kota Magelang adalah sebesar Rp. 15.481.235.618,00 dan terealisir 

sebesar Rp. 13.987.040.948,00 dengan prosentase serapan belanjanya sebesar 90,35%. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait 

baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang.  

Magelang,     Januari 2024 

KEPALA BADAN PENGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KOTA MAGELANG 

    

        SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc 
              Pembina Utama Muda 

                       NIP. 19721101 199803 2 008 
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